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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penegakan hukum terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin 

(PETI) di Kabupaten Kapuas Hulu pada dasarnya sudah dilakukan oleh aparat 

penegak hukum melalui berbagai upaya, seperti operasi penertiban, 

pemasangan garis polisi di lokasi tambang, serta tindakan hukum terhadap para 

pelaku. Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup juga 

turut berperan dalam melakukan pengawasan terhadap dampak lingkungan 

yang ditimbulkan, khususnya terkait pencemaran air dan kerusakan lahan. 

Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum tersebut belum berjalan 

secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari masih adanya aktivitas 

PETI yang kembali beroperasi setelah dilakukan penertiban, sehingga 

menunjukkan bahwa efek jera terhadap pelaku belum sepenuhnya tercapai. 

Efektivitas penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Kapuas 

Hulu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang menjadi penghambat 

maupun pendukung. Faktor penghambat antara lain kondisi geografis wilayah 

yang luas dan sulit dijangkau, keterbatasan jumlah serta kemampuan sumber 

daya aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat 

yang masih menjadikan kegiatan PETI sebagai sumber penghasilan utama. 

Selain itu, masih digunakannya merkuri dalam proses penambangan 

menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aspek lingkungan belum berjalan 
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secara maksimal. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung berupa adanya dasar 

hukum yang jelas dalam Undang-Undang Minerba serta adanya komitmen dari 

aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban. Meskipun demikian, 

tanpa adanya koordinasi yang baik dan berkelanjutan antarinstansi serta 

dukungan dari masyarakat, penegakan hukum terhadap PETI akan sulit 

mencapai hasil yang optimal. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum perlu meningkatkan intensitas 

dan konsistensi dalam melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas 

PETI, tidak hanya melalui tindakan represif, tetapi juga melalui 

pendekatan preventif seperti sosialisasi hukum kepada masyarakat. 

Penegakan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan 

mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku serta mencegah munculnya 

kembali aktivitas pertambangan tanpa izin. 

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu perlu memperkuat 

fungsi pengawasan terhadap dampak lingkungan akibat PETI, khususnya 

terkait penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri. Selain itu, 

diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya 

menjaga kelestarian lingkungan serta risiko jangka panjang yang 

ditimbulkan dari aktivitas penambangan tanpa izin. Penguatan koordinasi 

 

 



51 

 

 

 

dengan instansi lain juga menjadi hal yang penting agar penanganan PETI 

dapat dilakukan secara terpadu. 

3. Bagi masyarakat, khususnya pelaku pertambangan tanpa izin, diharapkan 

dapat meningkatkan kesadaran hukum serta memahami dampak negatif 

yang ditimbulkan dari aktivitas PETI, baik terhadap lingkungan maupun 

terhadap aspek hukum. Masyarakat perlu didorong untuk beralih ke 

kegiatan yang legal dan lebih berkelanjutan, serta mengikuti ketentuan 

perizinan yang berlaku apabila ingin melakukan kegiatan pertambangan. 
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